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PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PERJANJIAN BAKU 



TEXT 
 

KLAUSULA BAKU 

Klausula baku banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat 

sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: “disclamer”, 

yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa 

tertentu. 

 
Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan 

(kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain 

sebagainya. 

 
Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu : 
• take it (jika konsuumen membutuhkan silahkan ambil ), 
• dan leave it (jika keberatan tinggalkan saja). 



TEXT 
 

DEFINISI 

• ¾Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-
klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pi-hak yang lain pada dasarnya tidak 

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. ¾Johanes Gunawan 
perjanjian standar adalah perjanjian yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir, yang 
isinya telah disstandardisasi ter-lebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersi-fat 
massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. 
PENGERTIAN 

• 6. ¾ Mariam Darus Badrulzaman perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan 
dan dituangkan dalam bentuk formulir. ¾ Hondius perjanjian standar adalah konsep janji- 
janji tertulis yang disusun tanpa membica-rakan isinya serta pada umumnya dituangkan 

dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, na-mun sifatnya tertentu. ¾ 
Drooglever Fortuijn perjanjian baku adalah perjanjian di mana bagian isinya yangpenting di-
tentukan dalam susunan janji. 

• 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 
10 Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiap-kan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalamsuatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi 
oleh konsumen. 

https://www.slideshare.net/slideshow/klausula-bakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu/273309481#5
https://www.slideshare.net/slideshow/klausula-bakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu/273309481#6
https://www.slideshare.net/slideshow/klausula-bakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu/273309481#7
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BENTUK UMUM PERJANJIAN BAKU 

1. Berbentuk perjanjian tertulis 

2. Format perjanjian distandarisasi; 

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha; 

4. Konsumen hanya menerima atau menolak; 

5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan 

peradilan; 
6. Perjanjian standar selalu menguntungkan pengusaha. 



TEXT 
 

BENTUK PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN ISI 

1. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat 

wanprestasi; “Pihak Pertama dengan ini setuju untuk mengurangi tanggung jawabnya terhadap Pihak 
Kedua atas kerugian atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau pelanggaran kontrak” 

“Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk saling melepaskan dan membebaskan satu 

sama lain dari segala klaim, tuntutan, dan tanggung jawab yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau 
pelanggaran kontrak.” 

2. Pembatasan atau penghapusan kewajiban sendiri; “Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa 
tanggung jawab dan kewajibannya terbatas pada batas tertentu sebagaimana disepakati di bawah ini. b. 

Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau ganti rugi apapun yang 
melebihi jumlah [jumlah tertentu atau persentase tertentu] dari nilai total kontrak.” “Pihak Pertama dan 

Pihak Kedua dengan ini setuju untuk saling melepaskan dan membebaskan satu sama lain dari segala 

klaim, tuntutan, dan kewajiban yang mungkin timbul selama masa berlaku kontrak ini.” 

3.  Kontrak yang mencakup pembatasan atau penghapusan kewajiban sendiri seringkali mencakup klausula-

klausula yang dirancang untuk membatasi atau menghilangkan tanggung jawab suatu pihak dalam situasi 

tertentu. “Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau ganti rugi lebih dari jumlah 
yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua berdasarkan kontrak ini.” “Pihak Pertama tidak akan bertanggung 

jawab atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, atau kehilangan keuntungan yang mungkin timbul dari 
pelanggaran kontrak ini.” “Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas perjanjian baku sepihak; 

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah; Perjanjian baku yang ditetapkan di lingkungan notaris 

atau advokat. 



TEXT 
 

PASAL 18 UU NO. 8 TAHUN 1999 

• Menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk dipedagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku 

pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : 
‣ 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
‣ 2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang 

dibeli oleh konsumen; 
‣ 3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 

dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 



TEXT 
 

 
 
 
 

 
• Klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan oleh pelaku usaha di dalam kuitansi, 

faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang sangat 

merugikan konsumen. Adanya pencantuman Klausula Baku membuat posisi konsumen 

sangat lemah/tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Namun hal ini bukan 

berarti konsumen tidak dapat berbuat apa- apa. 
 
• 20. Setiap transaksi jual beli barang dan atau jasa yang mencantumkan Klausula Baku 

yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; Konsumen dapat menggugat pelaku usaha 

yang mencantumkan Klausula Baku yang dilarang dan pelaku usaha tersebut dapat 

dijatuhi sanksi pidana denda atau pidana penjara; Pencantuman Klusula Baku yang 

benar adalah yang tidak mengandung 8 unsur atau pernyataan yang dilarang dalam 

Undang-Undang, bentuk dan pencantumannya mudah terlihat dan dipahami; 

https://www.slideshare.net/slideshow/klausula-bakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu/273309481#19
https://www.slideshare.net/slideshow/klausula-bakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu/273309481#20
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CONTOH KASUS 

• Kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, keduanya kehilangan mobilnya di Plaza 
Cempaka Mas pada tahun 2000 lalu. Kini perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap 
(inkracht). Keduanya berhasil meminta ganti rugi pada Secure Parking Rp 60 juta sebagai 

kompensasi kehilangan mobil. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1246/K/PDT/2003 
menegaskan, sesuai dengan Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUHPerdata, Secure Parking selaku 
pengelola perparkiran, bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

sendiri ataupun pegawainya yang mengakibatkan kerugian penggugat (Anny dan Hontas). 
• Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara No.124/PK/PDT/2007 yang diajukan oleh 

PT SPI, Mahkamah Agung malah lebih menguatkan putusan kasasi, dan menolak Peninjauan 
Kembali yang diajukan oleh PT SPI. Keputusan Mahkamah Agung mengharuskan pengelola 

parkir mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parker Lebih spesifik, keputusan 
Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007, yang mengharuskan pengelola parkir mengganti 
kendaraan konsumen yang hilang di area parkir. Keputusan MA ini dengan sendirinya 

semakin memperkuat posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan 
pencantuman klausula baku (pasal 18). Sehingga klausula baku yang tertera di setiap tiket 
parkir menjadi tidak berlaku lagi atau gugur. 

https://www.slideshare.net/slideshow/klausula-bakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu/273309481#21
https://www.slideshare.net/slideshow/klausula-bakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu/273309481#22
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